PUTUSAN
Nomor 590/Pdt.G/2016/PA.Clg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai
talak antara :

XOOOXXXXXXXXXXXXXXX - umur 54 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam,
pekerjaan Guru honor, tempat tinggal di  XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;
Melawan

XXX XXXXXXXXXX umur 48 tahun, pendidikan SLTA,
agama Islam, pekerjaan lbu Rumah Tangga, tempat tinggal di
XXXXXXKXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  “Kecamatan Cibeber Kota

Cilegon selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta saksi-saksi di muka

persidangan;

. DUDUK PERKARA
Menimbang,bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya

tertanggal 02 September 2016 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan
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Pengadilan Agama Cilegon Nomor 590/Pdt.G/2016/PA.Clg tanggal 02

September 2016 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2012, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber (Kutipan Akta Nikah Nomor :
363/75/X1/2012 tanggal 13 Nopember 2012);

, 2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon déngan Termohon telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai
keturunan;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan
harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2013 ketentraman rumah tangga
mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan
Termohon yang terus menerus yang disebabkan karena Pemohon dengan
Termohon pada saat menikah berstatus Duda dan Janda, Sehingga
keduanya sudah memiliki anak dari masing-masing pernikahannya yang
terdahulu. setelah Pemohon dengan Termohon menikah, Termohon selalu
menuntut kepada Pemohon agar Pemohon tinggal dan menetap bersama
Termohon di Cibeber, tetapi Pemohon tidak bisa tinggal menetap
sepenuhnya bersama Termohon karena ketika anak Pemohon dari
pernikahan sebelumnya ikut bersama Pemohon tinggal dirumah Termohon
yang cibeber, diwaktu malam selalu menangis dan meminta untuk pulang
kerumah Pemohon yang di Palas;

4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah
ranjang sejak bulan Juni tahun 2013;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk

menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
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6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap

Termohon;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon
telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang
berperkara di muka persidangan, juga telah memerintahkan para pihak
menempuh proses mediasi namun usaha damai tersebut baik di muka
persidangan maupun melalui proses mediasi gagal mendamaikan keduanya
sebagaimana laporan tertulis Mediator Hakim Pengadilan Agama Cilegon Dian
Siti Kusumawardhani tanggal 29 September 2016 ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon pada sidang-sidang selanjutnya yakni pada tahap
pemeriksaan pekara hingga pembacaan putusan tidak pernah hadir lagi di
muka persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah
mengajukan alat bukti tertulis berupa :

a. Bukti Tetulis:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 363/75/X1/2012 tanggal 13 Nopember
2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon bermeterai cukup diberi stampel pos dan
telah dilegalisir serta telah dicocokan sesuai dengan aslinya, selanjutnya
diberi kode bukti (P);

b. Saksi-Saksi:
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Hasanudin® Bin Ishak di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang

pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Pemohon:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikahnya
Saksi sudah lupa tahunnya. Pemohon dan Termohon pada saat
menikah berstatus janda dan duda;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah membina rumah
tangga namun belum dikaruniai anak:

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun
tepatnya sejak kapan Saksi tidak ingat:;

Bahwa penyebabnya karena Pemohon dengan Termohon tidak sepakat
mengenai tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal bersama anak
bawaannya sedangkan Termohon juga ingin tinggal bersama anak
bawaannya;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 6
bulan ini;

Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati keduanya akan

tetapi tidak berhasil;

H. Zainal Mahbub bin KH. Abdul Manan, di bawah sumpahnya memberikan

kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, jarak rumah saksi dengan
Pemohon hanya 3 rumah;

Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang
menikah pada tahun 2012;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah
tangga namun belum dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak
Juni tahun 2013;

Bahwa penyebabnya karena Pemohon dengan Termohon pada sac:
menikah berstatus duda dan janda. Sehingga keduanya sudah memiliki

anak dari masing-masing pernikahannya yang terdahulu. setelah
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Pemohon dengan Termchon menikah, Termohon selalfj menuntut
kepada Pemohon agar Pemohon tinggal dan menetap bersama
Termohon di Cibeber, tetapi Pemohon tidak bisa tinggal menetap
sepenuhnya bersama Termohon karena ketika anak Pemohon dari
pernikahan sebelumnya ikut bersama Pemohon tinggal dirumah
Termohon yang cibeber, diwaktu malam selalu menangis dan meminta
untuk pulang kerumah Pemohon yang di Palas;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan
Juni tahun 2013 hingga sekarang;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga telah mendamaikan
Pemohon dan Termohon namun Saksi melihat rumah tangga keduanya
sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat buktinya dan
menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Pemohon tetap dengan
permohonannya dan memohon putusan,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang

tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan diatas; .

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan
ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya dan pasal 66 ayat
(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya yang
kedua kali Undang-undang nomor 50 tahun 2009 dan pasal 7 ayat (3) huruf (a)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil

dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan
Termohon telah datang menghadap di persidangan oleh Majelis telah berusaha
mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai maksud pasal 31 ayat (1) dan
(2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4)

HIm 5 dari 10 Put., No. 590/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Disclaimer

i dan akuntabilitas
i i paling kini i k komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi
i i i mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentu ! e ) ki dari waktu kewaktu.
Kepanteraan Mankaman Adung RepuzllT Indhunle}flilltbeer:::itjh;:z::l:illalu teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal m:r:(a ak:nAterus l:mnlnglzlalkl dari waktu
i dilan. Namun dalam hal-hal X X iteraan Mahkamah Agung
ge||ak53h:1”n?: ?nsé::r:‘ukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepan
alam

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun
2009, namun tidak berhasil:

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan Pemohon dan
Termohon menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan
Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 namun mediasi tersebut gagal mencapai
kesepakatan damai sebagaimana laporan Hakim Mediator Dian Siti
Kusumawardhani tanggal 29 September 2016 :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya
mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Pemohon
dengan Termohon pada saat menikah berstatus duda dan janda sehingga

‘keduanya sudah memiliki anak dari masing-masing pernikahannya yang

terdahulu. setelah Pemohon dengan Termohon menikah, Termohon selalu
menuntut kepada Pemohon agar Pemohon tinggal dan menetap bersama
Termohon di Cibeber, tetapi Pemohon tidak bisa tinggal menetap sepenuhnya
bersama Termohon karena ketika anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya
ikut bersama Pemohon tinggal dirumah Termohon yang cibeber, diwaktu
malam selalu menangis dan meminta untuk pulang ke rumah Pemohon yang di
Palas, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Juni
2013;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut,
Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena setelah proses mediasi
Termohon tidak pernah hadir lagi sehingga dianggap mengakui semua dalil-
dalil permohonan Pemohon:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat
bukti tertulis "P” dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan
dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis “P” yang diajukan
oleh  Pemohon di muka persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa
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alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus
dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling serta oleh majelis hakim telah
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti “P”
tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P”
tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan
permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan
hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat diterima; .'

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” yang diajukan Pemohon
terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam
perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang
berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang Saksi yang
diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat bahwa dua orang
saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah
hadir, dalam hal ini secara pribadi (in person), di depan persidangan dan telah
memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara
hukum untuk didengar kesaksiannya. kemudian secara materil dari‘keterangan
saksi-saksi tersebut menerangkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
sudah tidak rukun lagi ditandai dengan telah berpisah tempat tinggal Pemohon
dengan Termohon sejak bulan Juni tahun 2013 hingga sekarang dan kedua
saksi itu juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling
bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil
permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal
171-172 HIR sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan
Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila
dihubungkan dengan dalil permohonan Pemochon dapat ditemui, fakta-fakta
sebagai berikut;

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah
pada tanggal 13 Nopember 2012, dari pernikahan tersebut belum

dikaruniai anak;
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2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun
lagi disebabkan masalah tempat tinggal dimana masing-masing tidak mau
mengalah, Pemohon ingin tinggal bersama anak bawaannya sedangkan
Termohon ingin tinggal bersama anak bawaannya;

3. Bahwa benar akibat dari ketidakrukunan tersebut Pemohon dan Termohon
telah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti rumah
tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan sudah tidak mungkin
dapat dipertahankan lagi yang mana kalau dalam suatu rumah tangga antara
suami isteri telah berpisah dan tidak ada niat dari salah satu pihak untuk
kembali maka dapat dikatakan rumah tangga tersebut telah pecah karena tidak
ada lagi ikatan batin yang dapat menyatukannya dan dalam persidangan
Pemohon juga mengajukan sikap dan tekadnya akan menceraikan Termohon
dan telah diusahakan perdamaian juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah
sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon maka tujuan perkawinan
sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an pada surat Ar-Rum ayat 21 yang
berbunyi :

By Bage oS deoy Ll 15l Lol gl oSuil (e oS Bla o 43 (o

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu. cenderung dan merasa

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan
sayang”.

dan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak

akan terwujud sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila

tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan

Termohon; .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diafas, Maijelis

berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah
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beralasan hukum sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk
menceraikan Termohon telah beralasan hukum, maka keinginan Pemohon
mengikrarkan talak kepada Termohon dibolehkan pula sebagaimana firman

Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :
asle pan it 1 B 33l 11 ge S ) g

Artinya : Jika mereka berketetapan hati untuk talak (perceraian), maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan
dan Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
yang waktunya akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006
Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No
50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka
biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang
besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; '

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M ENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXxXXXxX) di depan
sidang Pengadilan Agama Cilegon;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan

salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
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Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari
Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12
Muharam 1438 Hijriyah. Oleh kami, Syakaromilah, S.H.l., M.H. sebagai Ketua
Majelis, Rosyid Mumtaz, S.H.l.,M.H dan Hidayah, SHI masing-masing sebagai
Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim
Anggota yang sama serta Drs. Ade Faqih sebagai Panitera Pengganti, dihadiri

Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Sysakaromilah,{S.H.I., M.H
Hakjm’ﬁ?ggota, Hakim Anggota,

\\\ A
/"/22 7 il Lﬁ
:;:s{i;Mumtaz, S.HI.MH Hidayah, S.H.|

-
&

Panitera Pengganti,

Drs. Wile Fagih

Perincian biaya perkara:
1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Administrasi Rp.  50.000,00

3. Panggilan Rp. 340.000,00
4. Redaksi Rp. 5.000, 00
5. Materai Rp. 6.000, 00
Jumlah Rp. 431.000, 00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
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